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ABSTRAK 
ANDI RUSDI (B111 11 069), Tinjauan Kriminologis Terhadap 
Kejahatan Pembunuhan Berencana yang dilakukansecara bersama-
sama  (Studi Kasus Kabupaten Selayar Tahun 2014 s/d Tahun 2015) 
dibawah bimbingan dan arahan Bapak H. M. Said Karim, selaku 
pembimbing I dan Ibu Dara Indrawati, Selaku Pembimbing II  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui faktor-faktor 
penyebab terjadinya kejahatan Pembunuhan Berencana yang dilakukan 
secara bersama-sama serta upaya-upaya penanggulangan kejahatan 
tersebut.  
Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis untuk memberikan 
gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara 
kualitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif.  
Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta tersebut, maka 
disimpulkan bahwa: (1) faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan 
Pembunuhan Berencana yang dilakukan secara bersama-sama adalah 
faktor persaan sakit hati dan kejiwaan yang terganggu,adapun faktor lain 
yang berpengaruh yaitu  faktor ekonomi, faktor lingkungan 
masyarakat,faktor rendahnya tingkat pendidikan dan faktor perkembangan 
teknologi yang sangat pesat.(3) Tindakan dan upaya penaggulangan oleh 
aparat penegak hukum dalam menanggulangi kasus tersebut haruslah 
tepat yakni : (1) upaya Pre-Emtif yaitu upaya-upaya awal yang dilakukan 
oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-
usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-entif 
adalah menanamkan nilai-nilai/ norma-norma yang baik sehingga norma-
norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada 
kesempatan untuk melakukan pelanggaran / kejahatan tapi tidak ada 
niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kajahatan. 
Jadi, dalam usaha pre-entif faktor niat menjadi hilang meskipun ada 
kesempatan; (2) upaya preventif yaitu tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif 
yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. 
Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan 
kesempatan untuk dilakukannya kejahatan; (3) Upaya Represif, dilakukan 
pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa 
penegakan hukum (law enforcement ) dengan menjatuhkan hukuman. 
Sebab apabila penganan dan penanggulangannya tidak tepat maka 
dikemudian hari akan timbul kajahatan-kejahatan yang sama. 
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        BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang  
Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang benar-
benar menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin warga negara 
bersama kedudukannya dalam hukum danpemerintahan yang tidak ada 
kecualinya, sedangkan untuk menjamin ketaatan dan kepatuhan terhadap 
hukum adalah di tangan semua warga negara. Kejahatan tindak pidana 
merupakan salah satu bentuk “perilaku menyimpang” yang selalu ada 
melekat pada masyarakat. 
KUHP Indonesia, dalam pidana pokoknya mencantumkan pidana 
mati dalam urutan pertama. Pidana mati di Indonesia merupakan warisan 
kolonial Belanda, yang sampai saat ini masih tetap ada. Sementara 
praktik pidana mati masih diberlakukan di Indonesia, Belanda telah 
menghapus praktik pidana mati sejak tahun 1870 kecuali untuk kejahatan 
militer. Kemudian pada tanggal 17 Febuari 1983, pidana mati dihapuskan 
untuk semua kejahatan. Tentu saja hal ini merupakan hal yang sangat 
menarik. Karena pada saat diberlakukan di Indonesia melalui asas 
konkordansi, di negara asalnya Belanda ancaman pidana mati sudah 
dihapuskan. 
. Hukum dalam fungsi mengatur seluruh aspek kehidupan 
berbangsa dan bernegara dapat memberikan kontribusinya secara 
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maksimal kepada pelaksanaan pembangunan jika aparat hukum dan 
seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat terhadap norma hukum, tetapi 
dalam kenyataannya tidak semua unsur dalam lapisan masyarakat siap 
dan bersiap tunduk kepada aturan yang ada. Oleh karena itu timbul 
perbuatan yang melanggar hukum seperti kejahatan pembunuhan. 
Kejahatan pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan 
dengan sengaja untuk menghilangkan/merampas jiwa orang lain. 
Banyaknya pembunuhan yang terjadi di sekitar kita sangat mengerikan, 
hal ini dapat diketahui melalui media massa mengungkap beberapa kasus 
pembunuhan yang terjadi dimana faktor yang menyebabkannya adalah 
adanya kecemburuan social, dendam, dan faktor psikologi seseorang. 
Tindakan tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang 1945 
yang berbunyi: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak 
mempertahankan hidup dan kehidupannya. 
Apabila kita melihat ke dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
yang selanjutnya disingkat KUHP, segera dapat diketahui bahwa 
pembentuk undang-undang telah bermaksud mengatur ketentuan-
ketantuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap 
nyawa orang itu dalam Buku ke II Bab ke-XIX KUHP yang terdiri dari tiga 
belas pasal, yakni dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP. 
 Sebenarnya yang menjadi masalah terjadinya kejahatan tersebut 
adalah faktor pendidikan di mana kurangnya pendidikan yang dimiliki 
pelaku tindak pidana juga menjadi salah satu faktor pendukung pelaku 
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dalam melakukan kejahatan. Kurangnya pendidikan yang dimiliki pelaku 
membuat pelaku menjadi tidak berfikir terlebih dahulu akan akibat dari 
tindakannya kemudian. Terjadinya pembunuhan juga tidak terlepas dari 
kontrol sosial masyarakat, baik terhadap pelaku maupun terhadap korban 
pembunuhan sehingga tidak memberi peluang untuk berkembangnya 
kejahatan ini. Apalagi terhadap pembunuhan yang direncanakan terlebih 
dahulu,seperti kasus yang terjadi di Kabupaten Selayar dimana 
pembunuhan tersebut merupakan pembunuhan berencana yang 
menewaskan seeorang anggota tentara, ancaman hukumannya lebih 
berat dari pembunuhan biasa karena adanya unsur yang direncanakan 
terlebih dahulu yang diatur dalam Pasal 340 KUHP (Barangsiapa dengan 
sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa 
orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati 
atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu 
tertentu paling lama dua puluh tahun). Masalah pembunuhan berencana 
inipun setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan yang diakibatkan 
oleh tingkat pendidikan, moral, akhlak dan agama yang tidak berfungsi 
lagi terhadap sesama manusia. Pertanggung Jawaban Pidana menurut 
Hukum Pidana Positif yakni pertanggungjawaban dari si pelaku, adanya 
perbuatan melawan hukum, tidak ada alasan pembenar, atau alasan yang 
menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pelaku. Pembunuhan 
berencana itu dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai 
pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, yang rumusannya dapat 
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berupa “pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu 
dipidana karena pembunuhan dengan rencana”. 
Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, penulis merasa 
tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang faktor-faktor penyebab 
terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara 
bersama-sama serta upaya penanggulangan oleh aparat penegak hukum 
terhadap tindak pidana tersebut . Untuk itu penulis mengangkat skiripsi 
dengan judul: Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan 
Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Secara Bersama-Sama 
(Studi Kasus Kabupaten Selayar Tahun 2014 s/d Tahun 2015) 
 
B. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan Latar Belakang masalah di atas, maka penulis 
mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :  
1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya Kejahatan 
Pembunuhan Berencana yang dilakukan secara bersama-sama di 
Kabupaten  Selayar? 
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan oleh aparat penegak hukum 
terhadap pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana yang 
dilakukan secara bersama-sama di Kabupaten Selayar? 
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C. Tujuan Penelitian 
 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan 
skiripsi ini adalah sebagai berikut :  
1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya Kejahatan 
Pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama di 
Kabupaten Selayar. 
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan oleh aparat penegak 
hukum terhadap pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana yang 
dilakukan secara bersama-sama Kabupaten  Selayar. 
 
D. Kegunaan Penelitian 
1. Memberikan tambahan referensi hukum yang dapat di gunanakan 
sebagai acuan bagi penelitian dalam bidang yang relevan dengan 
penelitian ini di masa yang akan datang dalam lingkup yang lebih 
jelas dan mendalam lagi.  
2.  Memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum pada 
umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan 
dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.  
3. Sebagai literatur tambahan bagi yang berminat untuk meneliti lebih 
lanjut tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini.  
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Kriminologi 
1. Pengertian Kriminologi 
 Istilah kriminologi berasal dari bahasa inggris criminology yang 
berakar dari bahasa latin yaitu dari kata crimen yang berarti kejahatan 
atau penjahat dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Dari pengertian 
itu, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kriminologi adalah ilmu yang 
mempelajari tentang kejahatan. Kriminologi baru berkembang pada tahun 
1850 bersama-sama sosiologi, antropologi, psikologi, dan cabang-cabang 
ilmu yang mempelajari gejala/tingkah laku manusia dalam masyarakat. 
Nama kriminologi sendiri pertama kali ditemukan oleh P. Topinard (1830-
1911) seorang ahli antropologi berkebangsaan Perancis. Untuk memberi 
gambaran secara jelas tentang pengertian kriminologi, berikut ini Penulis 
kemukakan pandangan yang dikemukakan para ahli, antara lain : 
 Wilhelm Sauer (Kartini Kartono,1992:122) mengatakan kriminologi 
merupakan ilmu pengetahuan mengenai sifat-sifat jahat pribadi 
perorangan dan bangsa-bangsa berbudaya dan objek penyelidikannya 
ialah kriminalitas dalam kehidupan perorangan, serta kriminalitas dalam 
kehidupan negara-negara dan bangsa-bangsa.  
Menurut W.A Bonger (A.S Alam, 2010:2)  kriminologi sebagai ilmu 
pengetahuan yang bertujuan menyelidiki segala kejahatan seluas-luasnya. 
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Menurut Edwin Sutherland (A.S. Alam, 2010:1) Criminology is the 
body of knowledge regarding deliquency and crime as social phenomena 
(kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan 
remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial). 
J. Constant (A.S Alam,2010:2), memandang bahwa kriminologi 
adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang 
menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat. 
Michael dan Adler (Topo Santoso,2012:12), berpendapat bahwa 
kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat-
sifat dari para penjahat, lingkungan mereka, dan cara mereka secara 
resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh 
para anggota masyarakat 
Wood (Topo Santoso,2012:12), berpendapat bahwa istilah 
kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan 
teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan 
penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap 
perbuatan jahat dan para penjahat 
S. Seelig (Kartini Kartono,1992:123), merumuskan kriminologi 
adalah gejala-gejala konkret, yaitu gejala badaniah dan rohaniah 
mengenai kejahatan. 
Mr. Paul Moedigdo Moelyono (Indah Sri Utari:4), merumuskan 
kriminologi sebagai ilmu yang ditunjang oleh berbagai berbagai ilmu, yang 
membahas kejahatan sebagai masalah manusia.  
8 
Soerdjono Dirdjosisworo (Indah Sri Utari:4), mengartikan 
kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, 
perbaikan, dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan 
menghimpun berbagai sumbangan-sumbangan ilmu pengetahuan. 
Tegasnya, kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab 
kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan 
timbulnya kejahatan 
Muhammad Mustofa (2013:3) menjelaskan kriminologi, dalam 
pengertian umum merupakan kumpulan ilmu pengetahuan yang 
mempelajari gejala kejahatan. Dalam pengertian umum ini kriminologi 
merupakan kajian dengan pendekatan multidisiplin. 
2. Ruang Lingkup Kriminologi 
 Menurut A.S. Alam (2010:2-3) ruang lingkup pembahasan 
Kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu :  
1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (making laws). 
Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (process of 
making laws) meliputi :  
1) Definisi kejahatan  
2) Unsur-unsur kejahatan  
3) Relativitas pengertian kejahatan  
4) Penggolongan kejahatan  
5) Statistik kejahatan  
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2. Etiologi kriminal, yang membahas yang membahas teori-teori yang 
menyebabkan terjadinya kejahatan (breaking of laws), Sedangkan 
yang dibahas dalam Etiologi Kriminal (breaking of laws) meliputi :  
1) Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi  
2) Teori-teori kriminologi  
3)  Berbagai perspektif kriminologi  
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (reacting toward the breaking 
of laws). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada 
pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi 
terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan 
kejahatan (criminal prevention). Selanjutnya yang dibahas dalam 
bagian ketiga adalah perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar 
hukum (Reacting Toward the Breaking laws) meliputi :  
1) Teori-teori penghukuman 
2) Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan baik 
berupa tindakan pre-emtif, preventif, represif, dan 
rehabilitatif. 
 Wolfgang, Savitz dan Johntson (Topo Santoso,2012:12) dalam the 
sociology of crime and deliquency memberikan definisi kriminologi sebagai 
kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk 
memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan 
dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-
keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor 
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kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta 
reaksi masyarakat terhadap keduanya. Jadi , obyek studi kriminologi 
meliputi: 
1. Perbuatan yang disebut kejahatan 
2. Pelaku kejahatan 
3. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan 
maupun terhadap pelakunya. 
 
B. Kejahatan 
1. Pengertian Kejahatan 
 Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak 
lahir, warisan), juga bukan merupakan warisan biologis. Tindak kejahatan 
bisa dilakukan siapapun, baik wanita maupun pria, dengan tingkat 
pendidikan yang berbeda. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar 
yaitu difikirkan, direncanakan dan diarahkan pada maksud tertentu secara 
sadar benar. Kejahatan merupakan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, 
dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja. 
Definisi kejahatan menurut Kartono (2003 : 126) bahwa : Secara 
sosiologis kejahatan adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku 
yang secara ekonomis, politis dan sosial-psikologis sangat merugikan 
masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan 
warga masyarakat (baik yang telah tercantum dalam undang-undang, 
maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana). 
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Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat berbagai macam 
kejahatan bergantung pada sasaran kejahatannya. Sebagaimana 
dikemukakan oleh Mustofa (2005 : 47) bahwa : Jenis kejahatan menurut 
sasaran kejahatannya yaitu : Kejahatan terhadap badan (pembunuhan, 
perkosaan, penganiayaan), kejahatan terhadap harta benda (perampokan, 
pencurian, penipuan), kejahatan terhadap ketertiban umum (pemabukan, 
perjudian), kejahatan terhadap keamanan Negara. 
Sebagian kecil dari bertambahnya kejahatan dalam masyarakat 
disebabkan karena beberapa faktor luar, sebagian besar disebabkan 
karena ketidakmampuan dan tidak adanya keinginan dari orang-orang 
dalam masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma yang 
berlaku dalam masyarakat. 
Menurut Budianto (dalam Forum, 2007 : 19) bahwa : Salah satu 
penyebab tingginya tingkah kejahatan di Indonesia adalah tingginya angka 
pengangguran, maka kejahatan akan semakin bertambah jika masalah 
pengangguran tidak segera diatasi. Sebenarnya masih banyak penyebab 
kejahatan yang terjadi di Indonesia, misalnya: kemiskinan yang meluas, 
kurangnya fasilitas pendidikan, bencana alam, urbanisasi dan 
industrialisasi, serta kondisi lingkungan yang memudahkan orang 
melakukan kejahatan. 
Menurut Sutrisno dan Sulis (2008 : 4) bahwa : penyebab kejahatan 
dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu bakat si penjahat, alam sekitarnya, 
dan unsur kerohanian. Bakat seorang penjahat dapat dilihat menurut 
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kejiwaan/kerohanian, ada penjahat yang pada lahirnya kejiwaannya lekas 
marah, jiwanya tidak berdaya menahan tekanan-tekanan luar, lemah 
jiwanya. Ada juga yang sejak lahirnya telah memperoleh cacat rohaniah. 
Selain itu ada istilah kleptomia yaitu mereka yang acap kali menjadi orang 
yang sangat tamak, apa yang dilihatnya diinginkannya dan dicurinya. Sifat 
suka mencuri semacam ini semata-mata merupakan kesukaannya 
meskipun tidak perlu baginya. 
 
2. Faktor-faktor Penyebab Kejahatan 
 Masalah sebab-sebab kejahatan selalu merupakan permasalahan 
yang sangat menarik. Berbagai teori yang menyangkut sebab kejahatan 
telah diajukan oleh para ahli dari berbagai disiplin dan bidang ilmu 
pengetahuan. Namun, sampai dewasa ini masih belum juga ada satu 
jawaban penyelesaian yang memuaskan. 
Meneliti suatu kejahatan harus memahami tingkah laku manusia 
baik dengan pendekatan deskriptif maupun dengan pendekatan kausal, 
sebenarnya dewasa ini tidak lagi dilakukan penyelidikan sebab musabab 
kejahatan, karena sampai saat ini belum dapat ditentukan faktor penyebab 
pembawa risiko yang lebih besar atau lebih kecil dalam menyebabkan 
orang tertentu melakukan kejahatan, dengan melihat betapa kompleksnya 
perilaku manusia baik individu maupun secara berkelompok. 
Sebagaimana telah di kemukakan, kejahatan merupakan problem bagi 
manusia karena meskipun telah ditetapkan sanksi yang berat kejahatan 
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masih saja terjadi. Hal ini merupakan permasalahan yang belum dapat 
dipecahkan sampai sekarang. 
Separovic (Weda, 1996:76) mengemukakan, bahwa : 
“Ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan yaitu (1) faktor 
personal, termasuk di dalamnya faktor biologis (umur, jenis kelamin, 
keadaan mental dan lain-lain) dan psikologis (agresivitas, kecerobohan, 
dan keteransingan), dan (2) faktor situasional, seperti situasi konflik, faktor 
tempat dan waktu”. 
 
Dalam perkembangan, terdapat beberapa faktor berusaha 
menjelaskan sebab-sebab kejahatan. Dari pemikiran itu, berkembanglah 
aliran atau mazhab-mazhab dalam kriminologi. Sebenarnya menjelaskan 
sebab-sebab kejahatan sudah dimulai sejak abad ke-18. Pada waktu itu, 
seseorang yang melakukan kejahatan dianggap sebagai orang yang 
dirasuk setan. Orang berpendapat bahwa tanpa dirasuk setan seseorang 
tidak akan melakukan kejahatan. Pandangan ini kemudian ditinggalkan 
dan muncullah beberapa aliran, yaitu aliran, yaitu aliran klasik, kartografi, 
tipologi dan aliran sosiologi berusaha untuk menerangkan sebab-sebab 
kejahatan secara teoritis ilmiah. 
Aliran klasik timbul dari Inggris, kemudian menyebar luaskan ke 
Eropa dan Amerika. Dengan aliran ini adalah psikologi hedonistik. Bagi 
aliran ini setiap perbuatan manusia didasarkan atas pertimbangan rasa 
senang dan tidak senang. Setiap manusia berhak memilih mana yang baik 
dan mana yang buruk. Perbuatan berdasarkan pertimbangan untuk 
memilih kesenangan atau sebaliknya yaitu penderitaan. Dengan demikian, 
setiap perbuatan yang dilakukan sudah tentu lebih banyak mendatangkan 
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kesenangan dengan konsekuensi yang telah dipertimbangkan, walaupun 
dengan pertimbangan perbuatan tersebut lebih banyak mendatangkan 
kesenangan. 
Aliran kedua adalah kartographik para tokoh aliran ini antara lain 
Quetet dan Querry. Aliran ini dikembangkan di Prancis dan menyebar ke 
inggris dan Jerman. Aliran ini memperhatikan penyebaran kejahatan pada 
wilayah tertentu berdasarkan faktor geografik dan sosial. Aliran ini 
berpendapat bahwa kejahatan merupakan perwujudan dari kondisi-kondisi 
sosial yang ada. 
Aliran ketiga adalah sosialis yang bertolak dari ajaran Marx dan 
Engels, yang berkembang pada tahun 1850 dan berdasarkan pada 
determinisme ekonomi (Bawengan, 1974:32). Menurut para tokoh aliran 
ini, kejahatan timbul disebabkan adanya sistem ekonomi kapitalis yang 
diwarnai dengan penindasan terhadap buruh, sehingga menciptakan 
faktor-faktor yang mendorong berbagai penyimpangan. 
Aliran keempat adalah tipologik. Ada tiga kelompok yang termasuk 
dalam aliran ini yaitu Lambrossin. Mental tester, dari psikiatrik yang 
mempunyai kesamaan pemikiran dan mitologi, mereka mempunyai 
asumsi bahwa beda antara penjahat dan bukan penjahat terletak pada 
sifat tertentu pada kepribadian yang mengakibatkan seseorang tertentu 
berbuat kejahatan dan seseorang lain tadi kecenderungan berbuat 
kejahatan mungkin diturunkan dari orang tua atau merupakan ekspresi 
dari sifat-sifat kepribadian dan keadaan sosial maupun proses-proses lain 
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yang menyebabkan adanya potensi-potensi pada orang tersebut 
(Dirjosisworo, 1994:32). 
 
3. Upaya Penanggulangan Kejahatan 
 Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut 
dengan istilah politik kriminal dapat meliputi ruang lingkup yang cukup 
luas. Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat di bagi 
dua, yaitu lewat jalur penal (Hukum Pidana) dan lewat jalur non penal 
(diluar Hukum Pidana). Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya 
penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada 
sifat represif sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih 
menitik beratkan pada sifat prefentif sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan 
sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada 
hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. 
Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih 
bersifat akan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran 
utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya 
kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-
masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak 
langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan.  
Hingga kini masih Nampak usaha-usaha mengurangi kejahatan 
dengan memperberat sanksi-sanksi pidananya sekalipun kita tahu bahwa 
cara-cara tersebut tidak efisien. Itulah sebabnya politik criminal (cara-cara 
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menaggulangi kejahatan) condong kearah rehabilitas narapidana dan 
mencegah kemungkinan-kemungkinan timbulnya kejahatan dengan usaha 
pendidikan pergaulan tradisional (kekeluargaan) yang bernilai, dalam hal 
ini pengetahuan tentang faktor-faktor kriminogen dalam masyarakat yang 
bersangkutan adalah sangat penting karena dengan diketahuinya faktor-
faktor yang dapat menimbulkan kejahatan, kita akan mempunyai 
pegangan di dalam politik Kriminal yang bila kita bentuk akan dapat 
melindungi masyarakat. 
 
C. Pengertian Kejahatan Pembunuhan Berencana 
Pembunuhan berencana adalah suatu pembunuhan biasa seperti 
pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu. 
Direncanakan lebih dahulu (voorbedachte rade) sama dengan antara 
timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada 
tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan 
cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. 
Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan 
yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud pasal 338 itu 
dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedang pembunuhan 
berencana pelaksanan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk 
mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. 
Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan 
pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat 
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berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula 
nmerencana dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu. 
Perbedaan lain terletak dalam apa yang terjadi didalam diri si 
pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang (kondisi 
pelaku ). Untuk pembunuhan direncanakan terlebih dulu diperlukan berfikir 
secara tenang bagi pelaku. Didalam pembunuhan biasa, pengambilan 
putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya 
merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan direncanakan 
terlebih dulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang 
diperlukan guna berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga 
waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya. 
Direncanakan terlebih dulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu 
keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa 
seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa 
nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya. 
Pembunuhan berencana diatur dalam pasal 340 KUHP yaitu : 
“barangsiapa yang dengan sengaja dan direncanakan terlebih 
dahulu  menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena salahnya 
pembunuhan  berencana, dengan hukuman mati atau hukuman 
seumur hidup atau penjara  sementara selama-lamanya dua puluh 
tahun.” 
 
 
 Berdasarkan apa yang diterangkan di atas, maka dapat 
disimpulkan bahwa merumuskan Pasal 340 dengan cara demikian, 
pembentuk UU sengaja melakukannya dengan maksud sebagai kejahatan 
yang berdiri sendiri.  
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Dari pasal 340 KUHP di atas, pembunuhan berencana terdiri dari 
unsur-unsur: 
a. Unsur subyektif 
1. Dengan sengaja 
2. Dan dengan rencana terlebih dahulu 
b. Unsur Obyektif 
1. Perbuatan : menghilangkan nyawa 
2. Obyeknya : nyawa orang lain. 
Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti pasal 
328 ditambah dengan unsur dengan rencana terlebih dahulu. 
Dibandingkan dengan pembunuhan dalam 338 maupun 339 diletakkan 
pada adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu itu. 
Pengertian dengan rencana lebih dahulu menurut M.V.T. 
pembentukan pasal 340, antara lain: 
“Dengan rencana lebih dahulu” diperlukan saat pemikiran dengan 
tenang dan berfikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku 
berfikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan 
kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya”. 
 
Mr. M.H. Tirtaamidjaja mengatakan direncanakan lebih dahulu 
bahwa  
“ada sesuatu jangka waktu, bagaimana pendeknya untuk 
mempertimbangkan, dan untuk berfikir dengan tenang”. 
 
Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya 
mengandung 3 syarat atau unsur, yaitu: 
1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang 
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2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak 
sampai dengan pelaksanaan kehendak. 
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang. 
Memutuskan kehendak dalam suasana tenang, adalah pada saat 
memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana 
batin yang tenang. Susana batin yang tenang adalah suasana tidak 
tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi 
yang tinggi. 
Ada tenggang waktu yang cukup antara sejak timbulnya atau 
diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya 
itu. waktu yang cukup ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari 
lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau 
kejadian kongkret yang berlaku. 
Mengenai syarat yang ketiga, berupa pelaksanaan pembunuhan itu 
dilakukan dalam suasana batin tenang, bahkan syarat ketiga ini diakui 
oleh banyak orang sebagai yang terpenting. Maksudnya suasana hati 
dalam saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang 
tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain 
sebagainya. 
Tiga unsur atau syarat dengan rencana lebih dahulu sebagaimana 
yang diterangkan di atas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu 
kebulatan yang tidak terpisahkan. Sebab bila sudah terpisah atau 
terputus, maka sudah tidak ada lagi dengan rencana terlebih dahulu. 
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D. Penyertaan (Deelneming) 
1. Pengertian Penyertaan (Deelniming) 
Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh undang-undang 
dinyatakan dilarang yang disertai ancaman pidana pada barangsiapa yang 
melanggar larangan tersebut. Demikian juga pembunuhan yang 
merupakan suatu tindak pidana yang dilarang oleh undang-undang yang 
termasuk dalam KUHP pasal 338-340, begitu juga dengan delik 
penyertaan. 
 Kata deelneming berasal dari kata deelnemen (Belanda) yang 
diterjemahkan dengan kata “menyertai” dan deelneming diartikan menjadi 
“penyertaan”. Deelneming dipermasalahkan dalam hukum pidana karena 
berdasarkan kenyataan sering suatu delik dilakukan bersama oleh beberapa 
orang. 
Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. penyertaan 
(deelneming) adalah turut sertanya seorang atau lebih pada waktu 
seorang lain melakukan tindak pidana, jadi suatu tindak pidana yang 
dilakukan oleh banyak orang yang dilakukan secara bersama-sama 
dengan waktu yang bersamaan dan niat yang sama pula dalam 
melakukan tindak pidana tersebut. 
Menurut Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, pengertian kata 
penyertaan (Deelneming) tidak ditentukan secara tegas dalam KUHP, 
mereka berpendapat penyertaan adalah suatu perbuatan pidana dapat 
dilakukan oleh beberapa orang, dengan bagian dari tiap-tiap orang dalam 
melakukan perbuatan itu sifatnya berlainan. Penyertaan dapat terjadi 
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sebelum perbuatan dilakukan dan dapat pula penyertaan terjadi 
bersamaan dilakukannya perbuatan itu. 
 Sehubungan dengan deelneming ini, Utrecht ( Adami Chazawi: 
2011: 71) mengatakan bahwa “pelajaran turut serta (deelneming) ini justru 
dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan 
pembuat melakukan peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu 
sendiri tidak memuat semua anasir peristiwa pidana itu. Biarpun mereka 
bukan pembuat yaitu perbuatan mereka tidak memuat semua anasir-
anasir peristiwa pidana, masih juga mereka bertanggung jawab atas 
perbuatan yang dilakukannya peristiwa pidana, karena tanpa turut 
sertanya mereka sudah tentu peristiwa pidana itu tidak pernah terjadi”.  
Dari keterangan di atas dapat diperoleh gambaran mengenai apa 
sesungguhnya yang dimaksud dengan penyertaan. Penyertaan 
(deelneming) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut 
serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik 
dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu 
tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang 
mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka 
berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang 
ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap 
peserta yang lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada 
masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa 
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eratnya, di mana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya, 
yang semuanya mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana. 
Dasar hukum dari delik penyertaan terdapat dalam KUHP buku ke-
1 bab V Pasal 55 dan pasal 56, sedangkan mengenai sanksi delik 
penyertaan terdapat dalam pasal 57. Adapun bunyi dari pasal-pasal 
tersebut adalah: 
Pasal 55: 
(1) Dipidana sebagai si pembuat sesuatu tindak pidana; 
1. orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau 
yang turut serta melakukan perbuatan itu. 
2. orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah 
memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan, 
ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau 
keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan 
itu dilakukan. 
(2) Adapun tentang orang yang tersebut dalam sub 2 itu, yang  
 boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan 
 yang sengaja dibujuk olehnya serta akibat perbuatan itu. 
Pasal 56: 
Dipidana sebagai  pembantu melakukan kejahatan: 
1. orang yang dengan sengaja membantu wwaktu kejahatan itu 
dilakukan. 
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2. orang yang dengan sengaja memberi kasempatan, ikhtiar 
atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu. 
Pasal 57; 
(1) Maksimum pidana pokok yang diancamkan atas kejahatan 
 dikurangi sepertiganya, bagi pembantu. 
(2) Jika kejahatan itu dapat dipidana dengan pidana mati atau 
 dengan pidana seumur hidup, maka dijatuhkanlah pidana penjara 
 yang selama-lamanya lima belas tahun. 
(3) Pada menentukan pidana hanya diperhatikan perbuatan yang 
 sengaja dimudahkan atau dibantu oleh pembantu itu, serta dengan 
 akibat perbuatan itu. 
Pasal-pasal tersebut merupakan dasar hukum yang menjadi acuan 
hakim untuk menentukan kedudukan pelaku dalam melakukan tindak 
pidana dan sanksi yang akan dikenakan terhadap pelaku tindak pidana 
penyertaan. Hakim dalam menentukan sanksi pidana terlebih dulu harus 
melakukan penafsiran pasal-pasal tersebut, pelaku termasuk kategori apa, 
dan kemudian dapat mengambil putusan sanksi pidana yang akan 
dikenakan  kepada pelaku tindak pidana. 
3. Bentuk-Bentuk Penyertaan (Deelneming) 
 Berdasarkan pasal-pasal tersebut diatas maka delik penyertaan 
dapat digolongkan menjadi beberapa bentuk, yaitu: 
a. Yang Melakukam Perbuatan (Dader, Pleger) 
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Pengertian yang melakukan perbuatan (pleger) adalah orang yang 
karena perbuatannyalah yang melahirkan tindak pidana, tanpa adanya 
perbuatannya tindak pidana itu tidak akan terwujud. Secara formil pleger 
adalah siapa yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang 
yang dirumuskan dalam tindak pidana yang bersangkutan. Pada tindak 
pidana yang dirumuskan secara meterial pleger adalah orang yang 
perbuatannya menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. 
Menurut pasal 55, yang melakukan perbuatan disini tidak 
melakukan perbuatan secara pribadi atau melakukan tindak pidana secara 
sendiri, melainkan bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan 
tindak pidana itu, jika dilihat dari segi perbuatan maka mereka berdiri 
sendiri dan perbuatan mereka hanya memenuhi sebagian dari syarat-
syarat tindak pidana. Menurut Adami Chazawi, terdapat perbedaan antara 
Pleger dengan Pembuat Tunggal (Dader), perbedaan itu adalah seorang 
Pleger masih diperlukan keterlibatan orang lain minimal satu orang, baik 
secara psikis atau secara fisik. Jadi, seorang pleger memerlukan 
sumbangan perbuatan peserta lain untuk mewujudkan tindak pidana. 
Akan tetapi perbuatan tersebut haruslah sempurna sehingga perbuatan itu 
tidak hanya untuk menentukan terwujudnya tindak pidana yang dituju 
tersebut. 
 Dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil, pembuat 
pelaksananya ialah siapa yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan 
terlarang yang dirumuskan dalam tindak pidana yang bersangkutan. Pada 
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tindak pidana yang dirumuskan secara materiil, plegernya adalah orang 
yang perbuatannya menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-
undang. 
 Secara umum, demikian ukuran perbuatan seorang pleger. Tetapi 
dalam tindak pidana yang disebut dengan tindak pidana membuat atau 
meneruskan suatu keadaan terlarang, tidak dapat menggunakan ukuran 
itu, tetapi ukuran lain. Dalam hal ini Hoge Raad (Adami Chazawi: 2011: 
86) dalam suatu arrestnya (19-12-1910) meformulering bahwa orang yang 
menciptakan atau meneruskan keadaan terlarang itu adalah siapa yang 
mempunyai kemampuan untuk mengakhirinya, dan dialah yang dipidana. 
Bahwa barangsiapa yang mempunyai kemampuan untuk mengakhiri 
keadaan yang terlarang, maka dia berkewajiban untuk itu. Menurut 
Moeljatno (Adami Chazawi: 2011: 86), bahwa bukan siapa yang mampu 
untuk mengakhiri keadaan terlarang itu yang wajib mengakhiri keadaan 
terlarang, tetapi siapa yang berkewajiban itu dia mampu untuk mengakhiri 
keadaan terlarang. 
 
 
b. Yang Menyuruh Melakukan (Doenpleger) 
Ajaran ini disebut middelijkedaderschap karena diartikan sebagai 
dader tidak langsung, artinya sesorang berkehendak untuk melakukan 
suatu delik, tidak melakukan sendiri, tetapi menyuruh orang lain yang tidak 
dapat dipertanggungjawabkan. Orang yang disuruh disebut manus 
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ministra yang oleh Satochid Kartanegara (Leden Marpaung: 2009: 77) 
disebut onmiddellijk dader. Manus ministra oleh peraturan perundang-
undangan tidak dapat dihukum. Misalnya karena hal-hal yang tercantum 
dalam Pasal 44 KUHP. 
Menurut Martiman Projohamidjoyo, yang dimaksud dengan 
menyuruh melakukan perbuatan ialah seseorang yang berkehendak untuk 
melakukan suatu kejahatan yang tidak dilakukan sendiri, akan tetapi 
menyuruh orang lain untuk melakukannya. 
Wujud dari penyertaan (Deelneming) yang pertama disebutkan 
dalam pasal 55 ialah menyuruh melakukan perbuatan (Doenpleger). Hal 
ini terjadi apabila seorang menyuruh pelaku melakukan perbuatan yang 
biasanya merupakan tindak pidana yang dilarang oleh undang-undang. 
Dalam undang-undang tidak menerangkan secara tegas mengenai 
apa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan, akan tetapi 
banyak ahli hukum mengambil pengertian dan syarat orang yang menuruh 
melakukan yang merujuk pada ketetapan MvT WvS Belanda yang 
menyatakan: 
“Yang menyuruh melakukan adalah juga dia yang melakukan 
tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan 
perantara orang lain sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu 
berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggung jawab karena 
keadaan yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada 
kekerasan”.                                       
 
Dari keterangan MvT itu dapat ditarik unsur-unsur dari bentuk 
pembuat penyuruh, yaitu:  
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a. Melakukan tindak pidana dengan perantaraan orang lain sebagai 
alat di dalam tangannya;  
b. Orang lain itu berbuat:  
1) Tanpa kesengajaan;  
2) Tanpa kealpaan;  
3) Tanpa tanggung jawab, oleh sebab keadaan:  
 Yang tidak diketahuinya;  
 Karena disesatkan;  
 Karena tunduk pada kekerasan.  
Berdasarkan keterangan MvT tersebut, dapatlah disimpulkan 
bahwa penentuan bentuk pembuat penyuruh lebih ditekankan pada 
ukuran objektif, ialah kenyataannya tindak pidana itu dilakukan oleh orang 
lain yang ada dalam kekuasaannya-sebagai alat, yang dia berbuat tanpa 
kesalahan dan tanpa tanggung jawab.Walaupun sesungguhnya juga tetap 
memperhatikan hal-hal yang ternyata subjektif, yakni dalam hal tidak 
dipidananya pembuat materiilnya (orang yang disuruh melakukan) karena 
dia berbuat tanpa kesalahan, dan dalam hal tidak dipertanggungjawabkan 
karena keadaan batin yang dipakai sebagai alat itu, yakni tidak tahu dan 
tersesatkan, sesuatu yang subjektif. Sedangkan alas an karena tunduk 
pada kekerasan adalah bersifat objektif. 
c. Mereka Yang Turut Serta Melakukan (Pembuat Peserta: Medepleger)  
Tentang siapa yang dimaksud dengan turut serta melakukan (mede 
pleger), oleh MvT WvS Belanda diterangkan bahwa yang turut serta 
28 
melakukan ialah ”setiap orang yang sengaja berbuat (meedoet) dalam 
melakuakn suatu tindak pidana”. Keterangan ini belum menberikan 
penjelasan yang tuntas, sehingga menimbulkan perbedaan pandangan. 
Begitu halnya menurut Wirjono Prodjodikoro, bahwa dalam KUHP sendiri 
tidak ada penegasan secara jelas mengenai maksud dari turut serta 
melakukan (medepleger). 
Adapun Martiman Prodjohamidjoyo memberikan pengertian yang 
dimaksud dengan yang turut serta melakukan (mede plegen) adalah 
apabila beberapa orang pelaku perserta bersama-sama melakukan suatu 
perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. 
Perbedaan pendapat mengenai maksud yang turut serta 
melakukan terdiri dua golongan; pandangan pertama yang bersifat 
subjektif dengan menitik beratkan pada maksud dan tabiat dari para turut 
serta pelaku (mededader). Sedangkan pendapat yang kedua merupakan 
pendapat yang bersifat objektif yang lebih melihat pada wujud dari 
perbuatan dari para turut serta pelaku, wujud tersebut harus sama sengan 
rumusan tindak pidana dalam undang-undang (delicts omschrijving). 
Masing-masing pendapat ini memiliki pandangan yang berbeda dalam 
menafsirkan maksud dari turut serta melakukan. 
Turut serta pada mulanya disebut dengan turut berbuat (meedoet) 
yang berarti bahwa masing-masing peserta telah melakukan perbuatan 
yang sama memenuhi rumusan tindak pidana, ini merupakan pandangan 
yang bersifat sempit yang dianut oleh Van Hamel dan Trapman yang 
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berpendapat bahwa turut serta melakukan terjadi apabila perbuatan 
masing-masing peserta memuat semua unsur tindak pidana dan 
pandangan ini condong pada pandangan yang bersifat obyektif. Adapun 
pandangan yang bersifat luas tidak mensyaratkan bahwa perbuatan 
pelaku peserta harus sama dengan perbuatan seorang pembuat (dader), 
perbuatannya tidak perlu memenuhi semua rumusan tindak pidana, sudah 
cukup memenuhi sebagian saja dari rumusan tindak pidana asalkan 
adanya unsur kesengajaan yang sama dengan kesengajaaan pembuat 
pelaksana. Pandangan ini condang pada pandangan yang bersifat 
subjektif. 
 Ada perbedaan lain antara pembuat pelaksana dengan pembuat 
peserta, ialah dalam hal tindak pidana yang mensyaratkan subjek hukum 
atau pembuatnya harus berkualitas tertentu, misalnya penggelapan oleh 
orang yang menguasai benda karena ada hubungan kerja (Pasal 374 
KUHP). Dalam hal kejahatan seperti ini, pembuatnya pelaksananya 
haruslah orang yang memiliki kualitas itu, sedangkan pembuat peserta 
tidak diperlukan memiliki kualitas demikian. Alasannya, ialah karena bagi 
pembuat pelaksana haruslah orang yang dapat memenuhi semua unsur 
tindak pidana. Sedangkan bila kualitas itu ditentukan dalam rumusan, 
maka kualitas itu juga merupakan unsur tindak pidana. Bagi pelaku 
peserta, karena disyaratkan ikut serta dalam perbuatan pelaksanaannya 
saja, yang ini artinya dia tidak perlu dipandang mengenai apa kualitas 
pribadinya, yang penting adalah sikap batinnya dan wujud perbuatannya, 
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jika sikap batinnya sama dengan pembuat pelaksana dan wujud 
perbuatannya adalah sebagian dari pelaksanaan tindak pidana, maka dia 
sudah cukup syaratnya, dia adalah pembuat peserta 
d. Yang Membujuk Melakukan Perbuatan (Uitlokker) 
Orang yang membujuk melakukan perbuatan merupakan bagian 
yang sangat penting dalam melakukan suatu tindak pidana. Orang ini 
menempati posisi yang sangat penting dalam suatu tindak pidana. Karena 
dia memiliki peran akan dilaksanakan atau tidaknya suatu tindak pidana 
selain orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan tindak 
pidana. 
Yang dimaksud dengan yang membujuk melakukan tindak pidana 
atau disebut pembujuk adalah setiap perbuatan yang menggerakkan yang 
lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan 
pidana. Orang yang sengaja membujuk melakukan tindak pidana disebut 
juga auctor intellectualis, seperti pada orang yang menyuruh melakukan 
tindak pidana tidak mewujudkan tindak pidana secara meteriel tetapi 
melalui orang lain. 
Menurut pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHP dirumuskan bahwa penganjur 
atau pembujuk adalah orang yang dengan pemberian, upah, perjanjian, 
penyalah gunaan kekuasaan, paksaan ancaman dan tipu daya atau 
karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan dengan sengaja 
menganjurkan orang lain melakukan perbuatan.  Dari rumusan pasal 55 
tersebuat diatas dapat dirimuskan bahwa adanya daya upaya untuk 
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terjadinya penganjuran dalam melakukan perbuatan tindak pidana, daya 
upaya tersebut menurut Moeljatno adalah: 
1. Memberi atau menjanjikan sesuatu. 
2. Menyalahgunakan kekuasaan atau martabat. 
3. Dengan kekuasaan.  
4. Memakai ancaman atau penyertaan. 
5. Memberi kesempatan, sarana dan keterangan. 
Sedangkan selain itu, menurut Martiman, Satochid memberikan 
penafsiran mengenai ikhtiar yang dimaksud dalam pasal 55 KUHP 
tersebut sebagai berikut ini: 
1. Pemberian-pemberian ; bentuk dari pemberian ini tidak 
hanya berupa uang tetapi dapat juga berupa barang bahkan 
mungkin berupa jasa. 
2. Janji-janji ; adanya bentuk janji-janji menandakan bahwa 
adanya kesengajaan dari penganjur. 
3. Menyalahgunakan kekuasaan ; artinya menggunakan 
kekuasaan secara salah. 
4. Menyalahgunakan kedudukan terhormat ; adanya bentuk 
seperti ini hanya di Indonesia dan tidak terdapat di KUHP 
Belanda. 
5. Kekerasan ; yang dimaksud dengan kekerasan adalah 
apabila orang mempergunakan kekerasan terhadap orang 
lain agar orang itu melakukan kejahatan. 
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6. Ancaman Muslihat; hal ini merupan tipu daya, akal licik atau 
dengan kata-kata. 
 Dari semua hal tersebut diatas merupakan daya upaya yang 
dilakukan seorang penganjur untuk memnganjurkan atau membujuk 
seseorang untuk melakukan tindak pidana yang dilarang dan diancam 
oleh undang-undang dengan pidana.  
e. Yang Membantu Melakukan ( Medeplitchtige) 
Menurut pasal 56 bentuk penyertaan yang terakhir adalah bentuk 
membantu melakukan tindak pidana atau pembantuan (Medeplichtinge). 
Bentuk ini merupakan bentuk terakhir daari delik penyertaan dan sering 
dilakukan oleh seseorang dalam melakukan tindak pidana. 
Sesuai dengan rumusan pasal 56 dapat dibedakan macam-macam 
bentuk pembantuan dalam melakukan perbuatan : 
Bentuk pertama adalah pembantuan yang dilakukan pada waktu 
melakukan perbuatan, yaitu dengan sengaja memberikan bantuan pada 
waktu kejahatan dilakukan. Hal ini hampir sama dengan turut serta 
melakukan perbuatan (medeplegen). Dalam bentuk turut serta melakukan 
perbuatan adanya kerja sama yang erat antara mereka yang melakukan 
perbuatan, sedangkan dalam bentuk pembantuan mempunyai sifat kerja 
sama yang kadarnya kurang dari kadar turut serta melakukan. Orang yang 
membantu hanya melakukan peranan yang tidak beitu penting. 
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Bentuk yang kedua adalah pembantuan yang dilakukan sebelum 
perbuatan itu dilakukan dan ini terdiri dari pemberian kesempatan, sarana 
keterangan untuk melakukan kejahatan. 
Bentuk pembantuan sebelum pelaksanaan kejahatan oleh undang-
undang diberi batasan-batasan mengenai cara melakukannya yaitu; 
1. Dengan memberikan kesempatan yaitu memberikan peluang yang 
sebaik-baiknya untuk melakukan suatu kejahatan. 
2.  Dengan memberikan sarana adalah memberikan sesuatu alat atau 
benda yang dapat digunakan untuk mempermudah melakukan 
kejahatan. 
3. Dengan memberikan keterangan adalah menyampaikan ucapan-
ucapan dalam suatu kalimat yang dimengerti oleh orang lain 
berupa nasehat atau petunjuk untuk melaksanakan kejahatan. 
Selain kedua bentuk tersebut diatas, terdapat juga beberapa 
bentuk pembantuan yaitu pembentuan aktif dan pembantuan pasif. 
Pembantuan aktif adalah bentuk pembantuan dengan melakukan 
perbuatan aktif, perbantuan aktif dapat juga disebut pembantuan materiil 
(materiele medeplitige). Pada  bentuk pembantuan materiil dapat terjadi 
hanya pada pembantuan pada saat pelaksanaan kejahatan. Adapun 
bentuk pembantuan pasif adalah bentuk pembantuan dengan tidak 
melakukan perbuatan aktif atau secara langsung.  
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Disamping pembantuan aktif dan pasif terdapat juga bentuk 
pembantuan yang berupa dengan memberikan sarana dan petunjuk atau 
nasehat-nasehat yang berguna bagi orang yang melakukan kejahatan itu. 
Bentuk pembantuan ini disebut pembantuan intelektual. Bentuk 
pembantuan ini dapat juga dipidana dan bentuk ini termasuk dalam bentuk 
pembantuan sebelum pelaksanaan kejahatan. 
Undang-undang tidak membedakan bentuk pembantuan aktif, pasif 
maupun bentuk pembantuan intelektual, undang-undang hanya 
membedakan bentuk pembantuan sebelum pelaksanaan dan pada saat 
pelaksanaan kejahatan. Banyak kasus yang terjadi di tengah-tengah 
masyarakat di mana seseorang merasa tidak tahu bahwa mereka diajak 
melakukan sesuatu yang ternyata di kemudian hari diketahui sebagai 
tindak pidana. 
 Contoh kasus adalah seseorang yang disuruh mengirimkan paket 
barang yang ternyata di dalamnya berisikan narkotika atau barang 
terlarang lainnya. Sepanjang dapat dibuktikan bahwa si pembawa barang 
tidak mengetahui bahwa barang yang dibawanya adalah narkotika maka 
ia dapat dibebaskan dari perkara. Tetapi hal demikian tidak berarti setiap 
orang dapat dengan mengelak dari dalih ketidaktahuan. Sebagai seorang 
yang cakap berbuat hukum, semestinya ia dapat mencurigai adanya 
kemungkinan yang dibawanya bukan merupakan barang yang halal. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian  
 Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan 
dengan permasalahan dan pembahasan penulisan skripsi ini, maka 
penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di 
Kabupaten Selayar. Pengumpulan data dan informasi akan dilaksanakan 
ditempat yang dianggap mempunyai data yang sesuai dengan objek yang 
diteliti, yaitu Kepolisian Selayar dan Lembaga Permasyarakatan. 
 
 
B. Jenis dan Sumber Data  
 Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut:  
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian di 
lapangan dengan mengadakan wawancara (interview) kepada 
pihak yang berkompeten, dalam hal ini adalah polisi, jaksa, dan 
hakim.  
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan yakni melalui literatur/buku-buku, dokumen-dokumen 
serta peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan materi 
yang dibahas. 
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 Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah 
sebagai berikut:  
1. Penelitian pustaka (library research), yaitu menelaah berbagai buku 
kepustakaan, koran dan karya ilmiah yang ada hubungannya 
dengan objek penelitian;  
2. Penelitian lapangan (field research), yaitu pengumpulan data 
dengan mengamati secara sistematis terhadap fenomena-
fenomena yang diselidiki.  
 
C. Teknik Pengumpulan Data  
 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah meliputi:  
1. Wawancara, pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dan 
membuat pedoman wawancara dan dilakukan terhadap 
narasumber secara langsung sebagai sumber informasi agar dapat 
diketahui tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi 
serta cita-cita dari narasumber yang berkaitan dengan penanganan 
perkara.  
2. Studi dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara 
mencatat dokumen-dokumen (arsip) yang berkaitan dengan 
permasalahan yang akan di kaji.  
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D. Teknik Analisis Data  
 Data yang diperoleh penulis  akan dibahas  dengan menggunakan 
metode deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan metode deskriptif 
kualitatif dimaksudkan untuk menggambarkan serta menguraikan secara 
keseluruhan data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang 
berkitan dengan judul penulisan hukum secara jelas dan rinci yang 
kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang diteliti. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Sebelum penulis menguraikan lebih jauh mengenai faktor-faktor 
penyebab terjadinya kejahatan pembunuhan berencana yang dilakukan 
secara bersama-sama di Kabupaten Selayar, terlebih dahulu penulis akan 
menguraikan data mengenai jumlah kasus kejahatan pembunuhan yang 
terjadi di Kabupaten Selayar yang diperoleh dari Kantor Pengadilan 
Negeri Selayar mulai dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 yaitu 
sebagai berikut : 
Tabel : Jumlah dari keseluruhan Kasus Pembunuhan dari tahun (2010- 
  2015). 
No. Tahun Jumlah Kasus Jenis Kasus 
1 2010 1 Kasus Pembunuhan biasa 
2 2011 1 Kasus Pembunuhan biasa 
3 2012 - - 
4 2013 3 Kasus Pembunuhan biasa 
5 2014 1 Kasus Pembunuhan biasa 
6 2015 1 Kasus Pembunuhan Berencana 
      Sumber Data : Pengadilan Negeri Selayar 
 Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah kejahatan 
pembunuhan di Kabupaten Selayar pada tahun 2010, 2011, 2014, dan 
2015 masing-masing terdapat satu kasus dan pada tahun 2013 terdapat 
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tiga kasus sedangkan pada tahun 2012 tidak terdapat kasus 
pembunuhan.  
 Berdasarkan tabel tersebut diatas juga dapat diketahui bahwa 
kasus kejahatan pembunuhan berencana dari tahun 2010 sampai dengan 
tahun 2015 hanya terdapat satu kasus dimana kasus pembunuhan 
berencan ini terjadi pada tahun 2015 sedangkan pada tahun-tahun yang 
lain merupakan kasus pembunuhan biasa. Setelah penulis menguraikan 
jumlah kasus kejahatan pembunuhan yang terjadi di Kabupaten Selayar 
yang diperoleh dari instansi yang terkait, maka penulis akan menguraikan 
mengenai hal-hal yang berkaitan hal-hal yang akan dibahas dalam 
pembahasan sebagai berikut.  
 
A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pembunuhan 
Berencana   yang   dilakukan secara bersama-sama Di 
Kabupaten Selayar 
Setelah melakukan penelitian di beberapa tempat yang di anggap 
merupakan lembaga-lembaga terkait dengan judul skripsi ini, penulis akan 
mengemukakan beberapa faktor penyebab terjadinya Kejahatan 
Pembunuhan Berencana yang dilakukan secara bersama-sama di 
Kabupaten Selayar. 
Dalam penelitian yang penulis lakukan, penulis mendapatkan 
bahwa Kejahatan Pembunuhan Berencana ini merupakan kejahatan yang 
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pertama kali terjadi di Kabupaten Selayar dan sangat menghebohkan 
masyarakat setempat, apalagi dalam kasus ini 2 dari 4 orang pelakunya 
merupakan keluarga korban sendiri sehingga penulis merasa sangat 
tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kasus 
Pembunuhan Berencana ini. 
Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan di lapangan, terdapat 
beberapa faktor yang menjadi penyebab atau latar belakang terjadinya 
kejahatan tersebut menjadi 2 bagian, yaitu berupa faktor-faktor yang 
berpengaruh secara langsung dan faktor yang berpengaruh secara tidak 
langsung.  
Adapun beberapa faktor yang berpengaruh secara langsung, 
antara lain sebagai berikut : 
1. Perasaan Sakit Hati  
 Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, salah satu 
faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pembunuhan berencana 
yang dilakukan secara bersama-sama dilatarbelakangi oleh sakit hati 
terhadap korban. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan 
salah satu hakim yang menangani kasus tersebut, Haryanta ( wawancara 
pada tanggal 10 mei 2015 ), beliau mengatakan bahwa : 
“Kasus pembunuhan ini merupakan kasus yang tergolong sangat 
sadis, bagaimana tidak,dalam pembunuhan ini cara membunuhnya 
membabi buta,beberapa senjata tajam tertancap di tubuh 
korbannya, katanya para pelaku melakukan pembunuhan tersebut 
41 
karena tidak tahan dengan sikap atau perbuatan si korban yang 
tidak senonoh kepada ibu dari dua pelaku tersebut.”       
  
Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa, sakit hati akibat 
sikap atau perbuatan seseorang dapat menimbulkan suatu kejahatan atau 
tindak pidana seperti kasus pembunuhan yang penulis angkat sebagai 
judul skrisi ini dimana seseorang terbunuh akibat sikap atau perbuatannya 
sendiri yang tidak senonoh yang menyebabkan seseorang  merasa sakit 
hati dan timbul keinginan untuk membunuh.  
Menurut Dg. Tiro, salah seorang tetangga pelaku (wawancara pada 
tanggal 12 mei 2015 ), beliau mengatakan bahwa : 
“Pelaku melakukan pembunuhan tersebut karena tidak tahan atau 
merasa sakit hati melihat ibunya menangis akibat prlakuan korban kepada 
ibunya yang sangat tidak bermoral yaitu mencaci maki ibunya sehimgga 
timbul keinginan pelaku untuk membunuh korban”. 
 
Kasus ini bermula ketika pelaku mengetahui bahwa tanah milik 
pelaku yang bersampingan dengan tanah milik korban mulai diakui oleh 
korban sebagai tanah miliknya, awalnya pelaku hanya diam saja 
mengetahui hal tersebut akan tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama, 
ketika pelaku mendengar kabar bahwa korban pergi ke rumah pelaku dan 
bersikap tidak senonoh kepada ibunya dimana korban memaki-maki ibu 
pelaku sampai ibu pelaku dibuat menangis dengan kata-kata korban yang 
berisi cacian dan makian sambil membicarakan masalah tanah tersebut. 
Mendengar hal tersebut pelaku merasa sakit hati dan muncul kemarahan 
di dalam hati si pelaku, kemudian direncanakanlah pembunuhan tersebut.  
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Pelaku yang merasa sakit hati dan merasa memiliki tanggung 
jawab untuk menyelesaikan persoalan keluarganya memilih membunuh 
korban dengan meminta bantuan  adiknya dan dua orang temannya yang 
juga jengkel terhadap sikap si korban. Setelah beberapa hari para pelaku 
melihat korban pergi ke kebunnya dengan mengendarai sepeda motor 
bersama anak dan istrinya, merekapun mengejar korban dan belum 
sampai di kebunnya para pelaku menusuk korban dengan tombak 
sehingga korban pun terjatuh dan memudahkan para pelaku membunuh 
korban dengan membabi buta, sedangkan istri dan anak korban tidak bisa 
berbuat apa-apa hanya bisa melihat korban dibunuh, kemudian para 
pelaku melarikan diri. Dua hari setelah kejadian para pelaku ditemukan 
oleh aparat kepolisian bersembunyi di tengah hutan.  
Perasaan sakit hati merupakan sebab dan latar belakang terjadinya 
banyak kejahatan termasuk pembunuhan berencana.Hal ini disebabkan 
karena perasaan sakit hati merupakan sesuatu hal yang sangat sulit untuk 
dipulihkan oleh sebagian besar manusia dan bisa saja menimbulkan suatu 
kejahatan seperti contohnya kasus pembunuhan berencana yang penulis 
angkat sebagai judul skripsi yang terjadi di Kabupaten Selayar. 
 
2. Kejiwaan yang terganggu  
  Faktor lain yang juga berpengaruh secara langsung atas terjadinya 
kejahatan pembunuhan berencana dalam kasus ini adalah kondisi 
kejiwaan pelaku yang terganggu. Pelaku merupakan seseorang yang 
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tumbuh dalam keluarga yang tidak harmonis. Semenjak perceraian kedua 
orangtuanya yang disebabkan oleh perselingkuhan ayahnya, pelaku 
menjadi tulang punggung keluarga dan secara tidak langsung 
menanggung seluruh beban yang ada dalam keluarganya. Kondisi ini 
memicu terganggunya kejiwaan pelaku.  
Tanda-tanda yang menunjukkan bahwa faktor kejiwaan 
memengaruhi kejahatan pembunuhan berencana ini yakni setelah 
terjadinya kejahatan tersebut, pelaku tidak menunjukkan adanya 
penyesalan atas perbuatannya. Pelaku cenderung bersikap normal 
layaknya seseorang yang tidak melakukan kejahatan sama sekali. 
Normalnya seseorang  yang telah melakukan kejahatan akan 
menampakkan ekspresi penyesalan atas perbuatannya, namun hal ini 
tidak terjadi pada kedua pelaku, padahal usia pelaku yang terbilang masih 
sangat muda seharusnya lebih dapat menyadari bahwa perbuataannya 
tidak hanya merugikan orang lain namun juga merugikan masa depannya. 
Namun karena adanya gangguan kejiwaan akibat trauma masa kecil 
ditambah lagi faktor sakit hati yang telah dijelaskan sebelumnya sehingga 
kedua pelaku tidak menampakkan ekspresi penyesalan tersebut.  
  Menurut Amirul Faqih Amza (wawancara pada tanggal 13 mei 
2015) salah seorang hakim yang menangani kasus tersebut bahwa:  
“ pelaku tidak menunjukkan adanya rasa penyesalan setelah 
melakukan tindak kejahatan pembunuhan yang sangat sadis. 
Pelaku justru merasa bahwa perbuatan yang mereka lakukan 
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setimpal dengan rasa sakit hati yang mereka terima akibat cacian 
dan makian pelaku terhadap ibu mereka” 
Perilaku seperti ini dapat dikategorikan sebagai perilaku piskopat 
yang terjadi akibat gangguan kejiwaan atau psikologis seseorang. 
Seorang psikopat dapat melakukan perbuatan yang sangat keji dan kasar 
tanpa merasa bersalah sama sekali. Perbuatan tersebut justru 
memuaskan perasaan mereka. Perbuatan menyakiti orang lain terlebih 
secara fisik tidak meninggalkan penyesalan atau rasa bersalah dalam diri 
mereka. 
Gangguan kejiwaan ini dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, salah 
satunya trauma masa kecil seperti yang dialami oleh kedua pelaku. Akibat 
kondisi keluarga yang tidak harmonis menyebabkan kondisi kejiwaan dan 
emosi pelaku tidak stabil. Keinginan untuk melindungi ibu mereka yang 
menjadi korban oleh ketidakharmonisan keluarga mendorong mereka 
untuk membalas perbuatan orang-orang yang menyakiti ibu mereka. Hal 
inilah yang menyebabkan pelaku membunuh korban secara membabi 
buta karena telah menyakiti perasaan ibu mereka dengan perkataan yang 
kasar. 
Selain faktor yang berpengaruh secara langsung, terdapat pula 
beberapa faktor yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap 
kejahat pembunuhan berencana tersebut, diantaranya adalah sebagai 
berikut: 
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1. Faktor ekonomi 
Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor utama yang menjadi 
penyebab banyaknya tindak kejahatan, mulai dari kejahatan pencurian 
hingga pembunuhan. Faktor ekonomi seringkali memicu seseorang 
untuk melakukan tindak kejahatan demi memperoleh harta. Menurut 
Andi Hebat (wawancara pada tanggal 13 mei 2015) salah seorang 
jaksa di pengadilan negeri Kabupaten Selayar bahwa: 
“tercatat banyak sekali tindak kejahatan yang terjadi, khususnya di 
Kabupaten Selayar yang dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi mulai 
dari pencurian hingga perebutan harta” 
 
Kasus ini merupakan salah satu contoh kasus tindak kejahatan 
yang disebabkan oleh perselisihan harta benda berupa tanah. Bagi 
sebagian masyarakat, khususnya yang menggantungkan penghasilan 
hidupnya dari hasil perkebunan seperti yang dialami oleh keluarga pelaku 
maka tanah menjadi hal yang sangat sensitif untuk dipermasalahkan. 
Banyak sekali permasalahan yang dapat timbul akibat perebutan tanah 
terlebih dalam satu keluarga yang pembagian kepemilikan tanahnya tidak 
secara legal. 
Keluarga pelaku memperoleh penghasilan dari hasil perkebunan 
tersebut, sehingga ketika korban mulai mengakui tanah miliki keluarga 
pelaku maka secara tidak langsung hal tersebut memicu pelaku untuk 
melakukan tindak kejahatan. Terlebih lagi ketika korban sudah mulai 
mencaci maki ibu pelaku. Emosi yang terpendam akibat pengakuan 
korban atas tanah milik keluarga pelaku akhirnya terlampiaskan secara 
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membabi buta setelah mengetahui bahwa korban berkata kasar kepada 
ibu mereka. 
 
2. Faktor lingkungan masyarakat sekitar 
Lingkungan masyarakat merupakan faktor penting yang 
membangun kepribadian seseorang utamanya yang menginjak masa 
remaja seperti kedua pelaku. Remaja dalam kesehariannya di masyarakat 
seringkali diabaikan pendapatnya karena dianggap masih terlalu muda. 
Hal ini menyebabkan remaja cenderung melakukan sesuatu yang dapat 
menarik perhatian orang lain demi menunjukkan eksistensi dirinya. 
Masyarakat yang hidup dalam suatu lingkungan yang sama 
seharusnya dapat saling menghargai dan menghormati tanpa mengenal 
batasan usia. Remaja atau orang yang berusia lebih muda pun berhak 
untuk mendapatkan porsinya masing-masing dalam lingkungan 
masayarakat. Dalam kasus ini korban menganggap tidak adanya kepala 
rumah tangga dalam keluarga tersebut ditambah usia kedua pelaku yang 
masih sangat muda sehingga dianggap tidak menjadi ancaman bagi 
mereka ketika bertindak kasar kepada ibu pelaku. Sikap korban yang tidak 
menghargai keberadaan pelaku tersebut memicu pelaku untuk 
menunjukkan eksistensi dirinya dengan membalas perbuatan korban, 
bahkan dengan balasan yang lebih kejam. 
Kebiasaan untuk saling menghargai dalam suatu lingkungan 
masyarakat ini sedianya selalu diterapkan dalam kondisi apapun, baik 
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disengaja maupun tidak sengaja. Perkataan kasar atau merendahkan 
yang seringkali terlontar tanpa sengaja pun dapat menyebabkan orang 
lain sakit hati dan timbul keinginan untuk membalasnya. Seperti halnya 
dalam kasus ini, dua orang teman pelaku ikut serta dalam tindak 
kejahatan ini atas latarbelakang perbuatan atau perkataan korban yang 
menimbulkan perasaan benci. Salah seorang hakim yang menangani 
kasus ini yakni Yusrimansyah (wawancara pada tanggal) menerangkan 
bahwa 
“kedua orang pelaku lain yang merupakan teman dari dua pelaku 
bersaudara bersama-sama merencanakan tindakan kejahatan 
pembunuhan terhadap korban lantaran merasa jengkel dan sakit hati 
dengan sikap korban” 
Lingkungan sekitar seharusnya dapat membantu tumbuh kembang 
remaja utamanya dalam membentuk kepribadiannya. Lingkungan yang 
kondusif dimana setiap orang dapat saling menghargai dan menghormati 
akan membentuk generasi-generasi muda yang berjiwa besar dan serta 
merta pula menghargai orang yang lebih dewasa. Ketika keberadaan 
mereka diperhitungkan maka remaja pun akan terdorong untuk 
bertanggung jawab atas peran mereka dalam masyarakat. Hal ini dapat 
dilakukan dengan melibatkan remaja dalam berbagai kegiatan 
kemasyarakatan dan memberikan tanggung jawab kegiatan sesuai 
dengan porsi usia mereka. Kegiatan positif akan mencegah remaja untuk 
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sekedar berkumpul dengan remaja seusianya membicarakan atau 
mendiskusikan hal-hal negatif. 
 
3. Rendahnya tingkat pendidikan 
Tingkat pendidikan seorang anak atau remaja erat kaitannya 
dengan eksistensi mereka dalam lingkungan masyarakat seperti yang 
telah dijelaskan sebelumnya. Anak atau remaja dengan tingkat pendidikan 
rendah seringkali merasa rendah diri untuk terlibat dalam kegiatan 
kemasyarakatan utamanya yang melibatkan orang lain dengan tingkat 
pendidikan yang lebih tinggi. Akhirnya mereka memilih untuk berkumpul 
dengan remaja lain yang senasib dengan mereka. Disinilah seharusnya 
peran masyarakat lain, khususnya orang yang lebih dewasa untuk 
merangkul mereka dan melibatkan dalam kegiatan kemasyarakatan. 
Masyarakat lain harus meyakinkan mereka bahwa meski dengan tingkat 
pendidikan yang rendah, mereka pun berhak diperhitungkan dalam 
lingkungan masyarakat tersebut. 
Tingkat pendidikan yang rendah dapat menyebabkan seseorang 
menarik diri dari lingkungan masyarakat karena merasa rendah diri. 
Mereka lebih senang berkumpul dan bergaul dengan orang lain atau 
remaja lain yang mengalami hal yang sama. Mereka menjadi orang yang 
anti-sosial, dan cenderung bersikap lebih emosional dalam menanggapi 
suatu hal. Namun dalam kasus ini, tingkat pendidikan tidak serta merta 
menjadi tolok ukur perbuatan seseorang. Nyatanya korban merupakan 
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anggota TNI yang tentunya memiliki tingkat pendidikan dan kedudukan 
yang lebih tinggi, namun hal tersebut tidak disertai dengan tata krama dan 
perilaku yang baik sehingga korban mampu berkata kasar terhadap ibu 
pelaku. Hal ini secara tidak langsung memberi pemahaman pada pelaku 
dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah, bahwa perbuatan dan 
perkataan kasar bukanlah sesuatu yang salah. Korban sekalipun yang 
seharusnya menjadi pengayom dan memberi contoh perilaku yang baik 
mengingat kedudukannya sebagai anggota TNI justru lebih dulu bertindak 
kasar sehingga pelaku beranggapan korban pantas mendapat balasan 
setimpal. 
 
4. Perkembangan teknologi yang sangat pesat  
Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi yang sangat 
pesat mempengaruhi pola perilaku dan sikap seseorang. Kemudahan 
dalam mengkases beragam informasi berdampak positif sekaligus 
negatif bagi penggunanya. Pengaruh positif diperoleh ketika seseorang 
dapat menyaring keberagaman informasi dan kemudahan yang 
diperoleh dari teknologi tersebut. Ketika teknologi dimanfaatkan dengan 
baik seperti untuk mempermudah komunikasi, mempemudah kegiatan 
sehari-hari dengan adanya internet maka teknologi menjadi hal yang 
positif. Namun mana kala, perkembangan teknologi yang pesat tersebut 
tidak disertai kemampuan penggunanya untuk menyaring informasi 
yang diterima, maka teknologi justru berdampak negatif. 
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Seseorang dapat dengan mudah mengakses informasi berkat 
perkembangan teknologi. Informasi tersebut tentu tidak selalu positif 
namun juga informasi negatif. Bagi remaja informasi negatif tersebut akan 
menjadi contoh yang buruk dan dapat ditiru ketika mengalami hal serupa. 
Seperti dalam kasus ini, maraknya pemberitaan pembunuhan yang mudah 
diakses melalui internet maupun berita di televisi bisa menjadi contoh bagi 
pelaku dalam melakukan tindak kejahatannya. 
Teknologi yang pesat seharusnya dimanfaatkan dengan baik 
sebagai media pembelajaran bagi anak dan remaja, bahkan untuk orang 
dewasa. Keberadaan internet sebaiknya dimanfaatkan untuk memperoleh 
pelajaran dari lingkungan lain yang jauh dari lingkungan sendiri, seperti 
mempelajari budaya-budaya dan kebiasaan negara lain yang positif, 
meneladani prestasi dan karya-karya orang lain serta memperluas 
jaringan komunikasi. Dalam hal ini peran orang tua diperlukan untuk dapat 
menyaring keberagaman informasi yang diperoleh dari perkembangan 
teknologi tersebut. Dalam lingkup yang lebih luas, maka kembali lagi 
peran lingkungan masyarakat sekitar untuk menjalin kerjasama yang baik 
dalam memanfaatkan teknologi yang ada. Ketika teknologi dimanfaatkan 
untuk melakukan kegiatan kemasyarakatan yang positif maka 
perkembangannya tentu menjadi hal yang bernilai positif pula. 
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B. Upaya Penanggulangan oleh Aparat Penegaka Hukum 
terhadap Kejahatan Pembunuhan Berencana yang dilakukan 
secara bersama-sama di Kabupaten Selayar 
Kejahatan adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapai oleh 
setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya 
dirasakansangat meresahkan di samping itu juga mengganggu ketertiban 
dan ketentraman dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat 
berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi timbulnya 
kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan 
oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. 
Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan sambil terus mencari 
cara tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut. 
Adapun upaya-upaya penanggulangan kejahatan yang biasa 
dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah sebagai berikut : 
1. Pre-Entif  
Yang dimaksud dengan upaya Pre-Entif adalah upaya-upaya awal 
yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya 
tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam 
penanggulangan kejahatan secara pre-entif adalah menanamkan 
nilai-nilai/ norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut 
terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan 
untuk melakukan pelanggaran / kejahatan tapi tidak ada niatnya 
52 
untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kajahatan. 
Jadi, dalam usaha pre-entif faktor niat menjadi hilang meskipun ada 
kesempatan. 
2. Preventif  
Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya 
Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelumterjadinya 
kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah 
menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan 
3. Represif  
Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan 
yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement ) 
dengan menjatuhkan hukuman. 
Pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan 
sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. 
Kejahatan sebagai masalah sosial merupakan gejala yang dinamis, selalu 
tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya 
yang sangat kompleks, yang merupakan suatu socio-political problem.  
Modifikasi langkah-langkah penal maupun nonpenal dalam politik 
kriminal bagi kenakalan remaja adalah bahwa kebutuhan akan 
keterpaduan (integritas) antara kebijaksanaan penanggulangan kejahatan 
dengan politik sosial dan politik penegakan hukum. Dalam konteks 
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kebijakan penanggulangan kenakalan remaja dan perilaku kenakalan 
remaja, perlu dimodifikasi politik kesejahtraan masyarakat dan politik 
perlindungan masyrakat secara umum. Hal ini menandakan ada 
kebutuhan dalam konteks penanggulangan kenakalan remaja, 
pemahaman yang berorientasi untuk mencapai faktor-faktor kondusif yang 
menyebabkan timbulnya kenakalan remaja. Kriminologi menempati posisi 
penting, disamping peranan kriminologi yang melalui penelitian 
memahami hakikat dan latar belakakang kenakalan remaja, juga 
menelusuri dan menemukan sarana non penal, pendekatan kriminologi 
diperlukan dalam konteks penggunaan sarana penal.  
Dalam usaha penanggulangan kejahatan cara umum yang 
konsepsional, dilakukan dengan memadukan berbagai unsur yang 
berhubungan dengan mekanisme peradilan pidana serta partisipasi 
masyarakat, yang dapat dijelaskan sebagai berkut:  
Menurut Burhanuddin, salah seorang jaksa yang saya temui di lokasi 
penalitian (wawancara pada tanggal 15 mei 2015), bahwa :  
“Peningkatan dan pemaantapan aparatur penegak hukum, meliputi 
pemantapan organisasi, personel dan sarana prasarana untuk 
menyelesaikan perkara pidana  dan perundang-undangan yang 
dapat berfungsi mengkanalisir dan membendung kejahatan dan 
mempunyai jangkauan ke masa depan.”  
Mekanisme peradilan pidana yang efektif dengan syarat-syarat 
cepat, tepat, murah, dan sederhana. Koordinasi antar-aparatur penegak 
hukum dan aparatur pemerintah lainnya yang berhubungan, untuk 
54 
meningkatkan daya guna dalam penanggulangan kriminalitas. Dan 
tentunya partisipasi masyrakat sangat diperlukan disini, guna untuk 
membantu pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.  
Berkaitan dengan “crime prevention” meliputi langkah-langkah 
sebagai berikut:  
a) Pembinaan dan pembenahan aparatur penegak hukum yang 
meliputi struktur organisasi, personalia, dan perlengkapan yang 
diselaraskan dengan perkembangan pola kriminalitas yang 
dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat dan teknologi;  
b) Mendayagunakan prosedur dan mekanisme peradilan pidana, yang 
diselaraskan dengan citra penanggulangan kriminalitas seperti 
peradilan yang cepat, murah, tepat, dan tidak pandang bulu;  
c) Pembaharuan perundang-undangan, selaras dengan tuntutan 
perkembangan sosial dan teknologi;  
d) Koordinasi antar penegak hukum, antar-aparatur pemerintah yang 
tugasnya berhubungan dengan penanggulangan kriminalitas 
dengan aparat penegak hukum. Koordinasi bersifat integral/terpadu 
demi tujuan law enforcemen;  
e) Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan, dengan 
melalui pembinaan sense of security and sense of responsibility 
atas keamanan dan ketentraman daerahnya. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
 Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan, maka dapat 
ditarik kesimpulan bahwa rumusan permasalahan yang menjadi pokok 
permasalahan adalah sebagai berikut : 
1. Faktor-faktor penyebab terjadinya Kejahatan Pembunhuan 
Berencana yang dilakukan secara bersama-sama di Kabupaten 
Selayar dibagi atas dua faktor yaitu faktor yang berpengaruh 
secara langsung maupun faktor yang berpengaruh secara tidak 
langsung, dimana faktor yang berpengaruh secara langsung terdiri 
atas dua faktor, yang pertama adalah persaan sakit hati yang 
dimiliki oleh pelaku sehingga dia merasa memiliki tanggung jawab 
untuk menyelesaikan persoalan keluarganya dan memilih 
membunuh korban dengan meminta bantuan  adiknya dan dua 
orang temannya yang juga jengkel terhadap sikap si korban. Faktor 
yang ke dua adalah kejiawaan pelaku yang terganggu dimana 
pikiran pelaku tidak akan tenang apabila pelaku tidak 
melampiaskan perasaan sakit hatinya kepada korban dengan 
menghilangkan nyawa korban. Adapun faktor yang berpengaruh 
secara tidak langsung adalah faktor ekonomi, faktor lingkungan 
masyarakat sekitar, rendahnya tingkat pendidikan dan 
pekembangan tehnologi yang pesat. Keempat faktor ini juga sangat 
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berpengaruh karena dengan adanya  keempat faktor tersebut 
seseoarang bisa saja melakukan hal-hal yang dapat merugikan diri 
sendiri maupun orang lain. 
2. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak 
hukum terhadap Kejahatan Pembunuhan Berencana yang 
dilakukan secara bersama-sama , yakni dengan mennggunakan 
pendekatan Penal dan non-penal. Modifikasi langkah-langkah 
penal maupun nonpenal dalam politik kriminal bagi kenakalan 
remaja adalah bahwa kebutuhan akan keterpaduan (integritas) 
antara kebijaksanaan penanggulangan kejahatan dengan politik 
sosial dan politik penegakan hukum. Dalam konteks kebijakan 
penanggulangan kenakalan remaja perlu dimodifikasi politik 
kesejahtraan masyarakat dan politik perlindungan masyrakat. 
Kemudian langkah lain yang ditempuh adalah Peningkatan dan 
pemaantapan aparatur penegak hukum, meliputi pemantapan 
organisasi, personel dan sarana prasarana untuk menyelesaikan 
perkara pidana dan perundang-undangan yang dapat berfungsi 
mengkanalisir dan membendung kejahatan dan mempunyai 
jangkauan ke masa depan. Mekanisme peradilan pidana yang 
efektif dengan syarat-syarat cepat, tepat, murah, dan sederhana. 
Koordinasi antar-aparatur penegak hukum dan aparatur pemerintah 
lainnya yang berhubungan, untuk meningkatkan daya guna dalam 
penanggulangan kriminalitas. Dan tentunya partisipasi masyrakat 
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sangat diperlukan disini, guna untuk membantu pelaksanaan 
penanggulangan kriminalitas.  
B. Saran 
Selanjutnya penulis mengemukakan saran-saran yang menyangkut 
hal-hal yang berkaitan dengan skripsi ini sebagai bahan pertimbangan 
bagi semua pihak yang bersangkutan, yaitu :  
1. Sebaiknya penanganan terhadap kasus kejahatan yang 
dilakukan oleh remaja utamanya kejahatan pembunuhan 
berencana dilakukan dengan perhatian khusus, sebab 
remaja sebagai manusia yang kelak akan menjadi penerus 
bangsa sungguh sangat disayangkan apabila terlibat dengan 
kasus kejahatan yang tergolong berat tersebut. Upaya dan 
langkah-langkah yang telah ditemput harus lebih 
ditingkatkan lagi, guna mencegah terjadinya kembali 
kejahatan yang dilakukan oleh para remaja. Sistem 
peradilan yang digunakan harus sesuai dengan prinsip 
bahwa remaja diperlakukan dan memperolah hukuman 
dengan orang dewasa.  
2. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah memaksimal dan 
memantapkan kinerja para penegak hukum guna melindungi 
hak warga, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban 
kejahatan. Peningkatan dan pemaantapan aparatur penegak 
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hukum, meliputi pemantapan organisasi, personel dan 
sarana prasarana untuk menyelesaikan perkara pidana pada 
anak dan perundang-undangan yang dapat berfungsi 
mengkanalisir dan membendung kejahatan dan mempunyai 
jangkauan ke masa depan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
59 
DAFTAR PUSTAKA 
Buku-Buku 
Alam,A.S.2010. Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi, Makassar. 
Adami Chazawi, 2010 Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh, Raja 
 Jakarta: Grafindo. 
Andi Zainal Abidin, 2007, Hukum Pidana 1, Jakarta: Sinar Grafika. 
Soedjono. 1970. Konsepsi Kriminologi Dalam Usaha Penaggulangan 
 Kejahatan (Crime Prevention). Alumni, Bandung. 
Moeljatno. 1983. Asas-asas Hukum Pidana, pradadya paramita, Jakarta. 
Amir Ilyas, 2011 Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta: Rangkang 
 Education dan Pukap Indonesia. 
R Soesilo, 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bogor : Politea. 
Topo Santoso, Dan Eva Achani Zulfa, 2011 Kriminologi, Persada: Raja 
 Grafindo. 
Internet 
http://everythingaboutvanrush88.blogspot.com/2014/06/kriminologi-dan-
ruang-lingkup.html 
 
http://dedotjcb.blogspot.com/2013/03/faktor-penyebab-timbulnya-
kejahatan.html 
 
http://jiwoagung.blogspot.com/2011/11/tindak-pidana-pembunuhan-
berencana.html 
60 
 
http://digilib.unimed.ac.id/public/UNIMED-Undergraduate-22153-
BAB%20II.pdf 
 
http://www.nasihudin.com/delik-penyertaan-pembunuhan-menurut-hukum-
pidana-positif/15 
 
https://blogdenni.wordpress.com/tag/ruang-lingkup-kriminologi 
 
 
 
 
 
 
 
